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Skripsi ini mengangkat judul mengenai “Pengakuan Anak Luar Kawin 
Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata”. Yang kemudian dibagi ke dalam du sub pokok masalah, yaitu 
bagaimanakah hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan KUH Perdata 
dan Bagaimana syarat-syarat pengakuan anak luar kawin ditinjau dari Hukum 
Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini bertujuan untuk 
mengumpulkan data dan pendapat serta informasi jenis penelitian . Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut: 1) pendekatan 
syar’i yaitu suatu pendekatan dengan mengambil hukum-hukum Islam dalam 
Alqur’an dan hadis khususnya berkaitan dengan judul yang penulis angkat dan 2) 
pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara Deduktif dimulai 
analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
terhadap permasalahan dalam skripsi ini kemudian menganalisa hubungan antara 
satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Untuk 
memperoleh data, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui 
kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur atau karya ilmiah yang 
berhubungan dengan pembahasan yang diinginkan. Setelah data dikumpulkan, 
maka penulis mengolah data dengan menggunakan metode pengolahan data 
kualitatif. Adapun metode analisisnya berupa: 1) Induktif, adalah suatu penulisan 
yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis 
untuk memperoleh hal yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk 
memperoleh hal yang bersifat umum dan 2) Deduktif adalah suatu penulisan yang 
membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian 
mengambil kesimpulan. 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 
mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam hukum Islam, 
mengenai anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan (nikah) 
tidak dapat diakui atau dipisahkan oleh bapaknya, 2) Anak yang lahir diluar 
hukum perkawinan melalui hukum pidana mempunyai status hukum, 3) Dengan 
adanya perbedaan status anak luar kawin dengan anak sah, baik yang ada di dalam 
penjelasan hukum Islam maupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
sehingga menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam masalah hak 
memakai keluarga, pemberian izin perkawinan, hak untuk mewarisi dan 
kekuasaan orang 4) Pengakuan dan pengesahan anak hanya dilakukan terhadap 






A. Latar Belakang Masalah 
Pada masa sekarang ini sering didapati anak lahir tanpa adanya suatu 
ikatan perkawinan di dalam masyarakat akibat pergaulan yang tidak terkontrol. 
Hal ini membuktikan bahwa tata susila serta norma agama dan ketentuan adat 
sudah tidak terlalu dipentingkan lagi. 
Cara bergaul tersebut bagi masyarakat, khususnya kalangan muda mudi, 
tidak menyadari bahwa cara bergaul demikian justru akan dapat mendatangkan 
musibah atau aib (masalah) dan masalah hukum bagi dirinya sendiri maupun bagi 
keluarga dan lingkungan sekitarnya, hingga pada saat sekarang ini sering didengar 
adanya sosok bayi yang ditemukan di beberapa tempat seperti di pembuangan 
sampah, aliran-aliran sungai dan tempat lain dengan kondisi yang sangat 
memprihatinkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak tersebut adalah anak yang 
dilahirkan tidak sah atau anak di luar perkawinan.1 
Kelahiran anak luar nikah (ilegal) merupakan salah satu problem 
masyarakat dunia, khususnya di negara Barat sebagai akibat pergaulan bebas 
kebejatan moral masyarakat, bertambahnya kelahiran ilegal ini karena perbuatan 
zina yang tak terhitung lagi. 
                                                 
1 Taufiq, "Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Perdata 




Dari akibat tersebarnya budaya pergaulan yang sangat bebas, tanpa adanya 
batasan dalam pergaulan dan juga persamaan antara laki-laki dengan wanita, 
sehingga diantara negara-negara Islam dan negara mayoritas penduduknya 
muslim sendiripun mengalami problem perzinaan dan kelahiran anak ilegal (luar 
nikah). 
Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan, anak 
adalah amanah yang hams diperhatikan oleh kedua orang tuanya dan berhak 
mendapatkan pembinaan dari kedua orang tuanya serta harus diperlakukan secara 
layak sesuai dengan Alqur’an dan hadis karena nantinya akan dipertanggung 
jawabkan kelak di kemudian hari (akhirat). 
Pengakuan anak dalam literatur Hukum Islam disebut dengan istilah atau 
iqrar yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang 
anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak 
tersebut berstatus diluar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. 
Pengakuan anak di luar kawin mirip dengan anak sebagaimana yang diatur dalam 
BW yang sering disebut dengan anak wajar (naturalijek kinderen).2 
Menurut Taufiq, anak wajar adalah anak yang dilahirkan diluar 
perkawinan.3 Dalam perkembangan selanjutnya pengertian anak wajar dipakai 
untuk dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup semua anak-anak luar 
kawin yang disahkan, dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat 
overspel dan 
                                                 
2Taufiq, "Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Perdata 
Islam", h. 12. 




incest. Menurut hukum perdata anak wajar ini mempunyai hubungan keperdataan 
dengan orang tuanya hanya dengan cara pengakuan sukarela atau dengan paksa 
sebagaimana tersebut dalam pasal 280 KUH Perdata. Jika tidak pengakuan dari 
ibunya yang melahirkan atau bapak yang menghamili ibunya itu. 
Menurut hukum perdata seorang anak sah (weting kind) ialah anak yang 
dianggap lahir dari perkawinan diantara ayah dan ibunya. Sehubungan dengan itu 
telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang paling lama 
adalah 300 hari setelah hari perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak 
itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum 
pernikahan dilangsungkan atau jika suami nadir pada waktu dibuatnya surat 
kelahiran dan surat kelahiran itu turut ditandatangani. Dalam hal tersebut sang 
suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai 
anaknya sendiri.4 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 
42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 250 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang 
dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu 
ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-
hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya 
dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usul. 
  
                                                 




Imam as-Syafi’i berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat 
dihubungkan kepada ayahnya dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah 
dan ibunya.5 Berbeda halnya dengan Imam Ahmad ibn Hambal yang menyatakan; 
bahwa penentuan nasib anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan 
kelamin antara ayah dan ibunya. 
Menurut Ema Sofwan Syukrie,6 dalam pengertian formil pengakuan anak 
menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari 
seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya Sedangkan 
menurut pengakuan materil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan 
perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan 
yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang 
menyetujui atau yang membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya 
sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya 
pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas 
keperdataan dari pria yang mengakui nya. 
Dalam pandangan Hukum Islam anak yang lahir diluar dari ikatan 
pernikahan adalah anak zina (walad al zina ) karena istilah tersebut telah 
disepakati para fuqaha (ahli fiqhi) diberbagai negeri Islam diseluruh dunia, 
sumber tersebut dapat diperkuat dengan adanya pendapat para ahli 
mengemukakan bahwa anak zina itu adalah anak 
                                                 
5 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h. 67-69. 
6 Erna Sofwan Syukrie, "Perlindungan Hukum Adat Di Luar Nikah Ditinjau dari Hak-Hak Anak" 




 yang tidak sah menurut syara, sebab anak tersebut merupakan benih dari 
hubungan gelap antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak 
dibenarkan oleh syariat Islam. 
Secara etimologi zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan 
di luar pernikahan, dalam bahasa Inggris zina disebut Furnicatian yang artinya 
persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dewasa yang 
belum menikah, 
Dengan adanya anak zina ini menimbulkan beberapa pendapat antara lain: 
1. Bahwa zina itu termasuk tindak pidana yang menurut hukum Imam Syafi’i dan 
Imam Malik, bahwa anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan 
ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. 
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka dinasabkan kepada ibunya 
karena diduga ibunya telah melakukan hubungan dengan orang lain. 
3. Menurut Imam abu Hanifah, anak zina telah dinasabkan kepada suami ibunya 
(bapaknya) tanpa pertimbangan masa kehamilan sang ibu. 
Menurut Islam semua anak lahir dalam keadaan suci termasuk anak yang 
dilahirkan dari hasil hubungan diluar pernikahan kedua orang tuanya. Anak 
zina tersebut tetap dianggap suci bagi agama Islam karena tidak adanya 
kesalahan apapun yang dimiliki oleh anak tersebut akan tetapi merupakan 
kesalahan dari perbuatan kedua orang tuanya yang dianggap perbuatan dosa 










(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain7 
 Di dalam Hukum Perdata dikenal adanya anak yang sah dan anak yang 
tidak sah. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah antara 
ibu dan bapak dari anak tersebut, sedangkan anak yang tidak sah merupakan anak 
yang lahir dari perbuatan atau hubungan gelap ibu dan bapaknya diluar ikatan 
perkawinan. 
R.Soetojo Praworohamodjojo8 menjelaskan perbedaan antara anak yaitu: 
1. Anak yang sah yaitu merupakan anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan 
perkawinan yang sah. 
2. Anak yang tidak sah yaitu yang dilahirkan diluar perkawinan. 
Pada Pasal 55 KUH Perdata ditegaskan bahwa: 
1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akte kelahiran 
yang autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan 
akan mengadakan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan 
pemeriksaan yang telah diteliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi 
syarat. 
                                                 
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tqfsirnya (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: PT. 
Lentera Abadi, 2010), h. 810. 




3. Atas dasar ketentuan pengadilan pada ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat 
kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan 
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
KUH Perdata (BW) telah menetapkan bahwa status anak dapat dibedakan 
menjadi: 
1. Anak sah, yaitu anak merupakan anak yang lahir didalam suatu ikatan 
perkawinan (pasal 250 KUH Perdata) 
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, akan tetapi diakui oleh seorang ayah saja 
atau seorang ibu saja atau diakui oleh ayah dan ibu kedua-duanya (pasal 272 
KUH Perdata) 
3. Anak yang menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dalam hal 
ini dapat terjadi pada anak luar kawin, dan tidak diakui oleh kedua orang 
tuanya. 
Lebih lanjut dijelaskan, pada pasal 250 KUH Perdata memberikan batasan 
terhadap anak sebagai berikut: 
“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, 
memperoleh si suami sebagai bapakya.” 
 
Pasal 43 ayat (1) UU No.l Tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai 
berikut: 
“Anak  yang  dilahirkan diluar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan 





Jadi isi dalam pasal 43 ayat (1) ini, sesuai dengan dasar pemikiran hukum 
adat yang memberikan hak dan kewajiban terhadap ibu dan keluarga ibunya. Di 
sini anak diberikan status keperdataan yang lebih jelas meskipun hanya dengan 
sang ibu dan keluarga ibunya (di dalam KUH Perdata dengan bapak /ibu yang 
mengakui nya saja. jadi dimungkinkan anak luar kawin tidak diakui oleh 
keduanya baik ibunya maupun bapaknya dan ketentuan ini merupakan hukum 
Nasional berlaku bagi semua warga negara Indonesia asli maupun keturunan. 
Undang-Undang perkawinan dengan demikian memberi status yang jelas dan 
pasti bagi seorang anak luar nikah. 
Pasal 521 menentukan “keabsahan anak diluar nikah sebelum hari yang ke 
180 dalam perkawinan suami istri, dapat diingkari oleh suami namun 
pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal sebagai berikut: 
1. Jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui istrinya mengandung; 
2. Jika   ia   telah   hadir   setelah   akta   kelahiran   dan  hak  akta   itupun  telah 
ditandatangani; dan 
3. Jika si anak tak hidup ketika dilahirkan.9 
Jika dilihat dari proses terjadinya, maka akibat hukum yang dapat 
ditimbulkan serta kedudukan anak luar kawin dapat digolongkan sebagai berikut: 
1. Anak yang bersangkutan setelah lahir barulah ayah dan ibunya menikah. 
2. Pada saat ibunya hamil dimana hamil (terjadi) sebelum menikah barulah 
kemudian bapaknya mengawini sang ibu. 
                                                 




3. Ibunya dikawini oleh laki-laki lain, yang bukan laki-laki yang telah menaruh 
benih dalam janin wanita tersebut baik hamil maupun wanita tersebut telah 
melahirkan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan KUH 
Perdata? 
2. Bagaimana syarat-syarat pengakuan anak luar kawin ditinjau dari Hukum 
Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian  
1. Definisi Operasional 
Dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian defenisi 
operasional atas beberapa variable yang digunakan, sehingga dengan demikian 
tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran atas sejumlah istilah dan masalah 
yang dibahas. 
Untuk menghindari kekeliruan penulis dalam memahami judul tulisan ini, 
maka terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa pengertian kata yang 
terdapat pada tulisan ini, sebagai berikut: 
“Pengakuan dalam hal ini adalah pengakuan yang dilakukan oleh bapak 





“Anak” adalah generasi penerus berlangsungnya kehidupan manusia. 
“Perkawinan” adalah ikatan suami istri yang sah. 
2.  Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun hal-hal yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah 
mengenai pengakuan ayah/ibu terhadap anak ditinjau dari hukum Islam maupun 
dalam KUH Perdata. 
D.  Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan karya ilmiah, kajian pustaka menduduki posisi yang 
sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa 
masalah pokok atau judul yang dibahas serta diteliti memiliki korelasi dengan 
beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli pengetahuan atau para 
cendekiawan. Sebagai bahan pertimbangan perbandingan dalam penyusunan 
penelitian ini, penulis setelah mengkaji dan menelaah literature yang terkait 
dengan masalah dalam judul yang penulis angkat. 
Dalam buku karya M. Ali Hasan yang berjudul Masail Fiqhiyah Pada 
Buku ini dibahas masalah-masalah kontemporer yang terjadi pada masyarakat saat 
ini, seperti pernikahan antara pria muslim dengan wanita non muslim, monogami 
dan poligami, anak hasil zina dan inseminasi, dan sebagainya 
Buku karya Soebekti, yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata secara 
umum membahas tentang masalah kehamilan yang telah ditetapkan undang-





Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul Fiqhi Sunnah di dalamnya, 
berbagai masalah fikih yang berlandaskan Alqur’an, as-Sunnah dan ijma’ ulama, 
dikupas dari berbagai perspektif dengan landasan yang detail, namun tanpa 
menafikan pendapat pendapat yang lain. 
Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul Masalah Hukum Per data 
Islam di Indonesia membahas beragam masalah perdata yang menjadi 
kewenangan pengadilan agama di Indonesia. Di antara tema inti dalam buku ini 
adalah pengangkatan anak, harta bersama, problematika nikah fasid, hukum 
hibah, wasiat, dan sebagainya. Aneka permasalahan tersebut disajikan secara logis 
dan sistematis dengan memadukan teori dan praktek sehingga mudah diakses oleh 
para mahasiswa, pencari keadilan, praktisi hukum, dan masyarakat pada 
umumnya. 
E.  Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini. Adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini bertujuan untuk 
mengumpulkan data dan pendapat serta informasi jenis penelitian 
2. Pendekatan penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut: 
a. Pendekatan syar’i yaitu suatu pendekatan dengan mengambil hukum-hukum 






b. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara Deduktif 
dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur terhadap permasalahan dalam skripsi ini kemudian 
menganalisa hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan 
penerapan dalam prakteknya. 
3. Metode pengumpulan data 
Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode pengumpulan data 
melalui kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur atau karya ilmiah yang 
berhubungan dengan pembahasan yang diinginkan. 
4. Metode Pengelolaan Data 
Setelah data dikumpulkan, maka penulis mengolah data dengan 
menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yaitu suatu pengolahan data 
yang bukan berbentuk angka-angka berupa statistik, tetapi data diolah berdasarkan 
mutunya. Dan data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, sehingga tidak 
disusun secara klasifikasi, tetapi hanya merupakan nilai teoritis yang diolah dalam 
rangka memecahkan problematika yang terkandung dalam skripsi. 
5. Metode Analisis 
a. Induktif adalah suatu penulisan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang 
bersifat khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh hal yang bersifat 





b. Deduktif adalah suatu penulisan yang membandingkan antara data yang satu 
dengan data yang lainnya, kemudian mengambil kesimpulan. 
Jadi dengan adanya metode-metode tersebut, penulis akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang 
berhubungan dengan pemahaman skripsi ini, kemudian membahasnya secara 
terarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah-
masalah yang timbul dalam judul skripsi ini.  
F. Tujuan Dan Kegunaan 
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan KUH 
Perdata. 
2. Untuk mengetahui syarat-syarat pengakuan anak luar kawin ditinjau dari 
hukum Islam dan KUH Perdata. 
Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam pembahasan skripsi ini, penulis 
berharap agar skripsi ini dapat menjadi salah satu bahan pustaka berguna baik 




Tinjauan Umum Ten tang Anak Luar Kawin 
 
1. Pengertian Umum Tentang Anak 
A. Pengertian anak 
Anak menurut Hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.10 
Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian, hak milik dan larangan bertindak 
sendiri, terbagi menjadi dua tingkatan yaitu: 
a. Kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak sama sekali tidak memiliki 
kemampuan untuk bertindak sendiri, karena segala perkataan dan perbuatannya 
tidak bisa dijadikan pegangan. Jika anak tersebut membeli atau memberikan 
sesuatu kepada orang lain, perbuatannya tidak sah secara hukum. Oleh karena 
itu, segala berada dibawah tanggung jawab wali anak itu. 
b. Kecil dan sudah mumayyiz. Dalam hal ini anak memiliki kemampuan untuk 
bertindak meskipun kemampuannya terbatas dan perkataannya sudah dapat 
dijadikan pegangan. Apabila ia membeli atau menjual sesuatu kepada orang 
lain tindakannya sudah dianggap sah.11 
 
                                                 
10 Abdul Aziz dahlan, et al, Ensiklopedi hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar baru 
VanHoeven,  1997,hlm.112 
 
 
11 Zakariya Ahmad Al-Barry Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Huku  





Anak dapat dikategorikan mumayyiz, biasanya telah mencapai usia 
7(tujuh) tahun dan anak tersebut telah mengerti akad transaksi menjual dan 
roembeli, sebaliknya, terkadang anak sudah berusia lebih tujuh tahun akan tetapi 
masih belum mengerti tentang jual  beli  dan  sebagainya,  maka belum  dapat  
dikategorikan mumayyiz.12 
Hukum kecil terhadap seorang anak tetap berlaku sampai anak itu dewasa. 





“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 
serahkan lah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta 
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakan nya) sebelum mereka dewasa, Barang siapa (diantara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehkah ia memakan harta 
itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 
mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”13 
  
Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap 
sah yaitu: 
  
                                                 
12  Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, h. 114 
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsinrya (Edisi yang Disempitrnakan) (Jakarta: PT. 





1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan 
wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau 
meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir 
dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak 
sah. 
2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 
enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma’ para 
pakar hukum Islam (fuqaha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan 
3) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang 
kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. 
4) Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga li’an. Jika seorang 
laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan 
atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk 
mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li’an. 
B. Defenisi Anak Sah 
Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan 
mu’amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang telah diterapkan oleh syara’. Islam menghendaki terpeliharanya 
keturunan dengan baik dan terang diketahui anak sanak kerabat, tetangga. 
Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus 
dikenal siapa bapak dan ibunya.14 
                                                 





Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan 
“frase luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam kamus besar Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua.15 Di samping itu, anak juga 
mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat 
pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang sama berada 
pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi 
dewasa.16 
Dalam kaitan ini Alquran terdapat bermacam-macam kata yang 
mengandung arti anak, meskipun demikian di dalam pemakaian terdapat 
perbedaan, artinya kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya 
kata walad, hafadah, dzurriyah, ibn, kata walad untuk menggambarkan adanya 
hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung, demikian pula 
kata walidah berarti ibu kandung. Ini berbeda dengan kata ibn, yang tidak mesti 
menunjukkan hubungan keturunan.17 Jadi Ibn bisa berarti anak kandung ataupun 
anak angkat. Demikian pula kata ab (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah 
angkat. Kata bint berarti merujuk pada pengertian anak perempuan, jamak nya 
banat. Alquran juga menggunakan kata dzurriyah untuk menyebut anak cucu atau 
anak keturunan, dan menggunakan kata 
 
 
                                                 
15 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, h. 30-
31 
16 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Cet-3, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.256 
17 Abdul Mustaqim, Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam PerspektifAl-Ow 'an, Musawa Jurnal 





hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih 
hubungan kerabat atau orang lain18 
Adapun nikah atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.19 Suatu 
pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.20 
Menurut Dr. Wiryono dalam bukunya “Hakikat Dalam Hukum Islam” 
mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan 
tidak mempunyai bapak. Status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut 
hukum Islam adalah anak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan 
ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkan nya. Namun tetap mempunyai 
hubungan hukum dengan ibunya yaitu wanita yang melahirkannya itu. Atau 
dalam Islam biasa mengenalinya anak luar nikah dengan istilah anak zina (walad 
al-zina), atau anak zadah. Secara defenisi fuqaha’ merumuskan zina sebagai 
berikut: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan 
istrinya,bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan. Zina juga bisa 
diartikan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan 
 
                                                 
 
18 M Quraish Shihab, Tqfsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qiir'an, Jilid 
XV, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h.614 
19 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Cet I, Yogyakarta: 
Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996, him.16, Baca juga UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 





perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari 
kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum 
pernah menikah sama sekali. 
Factur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syariah.21 
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil 
luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan Agama.22 Di dalam 
Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara 
lain: 
a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang 
dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan 
seorang laki-laki secara sah. 
b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya 
kehamilan itu diluar perkawinannya. 
Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan 
perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu 
fiqh dikenal dengan nama Li’an. Maka barang siapa yakin atau menuduh bahwa 
istrinya telah membasahi ranjangnya dengan orang lain, kemudian sang istri itu 
melahirkan anak padahal tidak ada bukti yang tegas, maka seorang suami boleh 
 
                                                 
21 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. Ke-10, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981, h. 221 





mengajukan ke pengadilan kemudian mengadakan mula’anah (sumpah dengan 






“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi selin diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 
empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk 
orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah 
atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan 
dari hukuman oleh\sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya 
suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang 
kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang 
benar”.23 
 
Setelah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pengadilan 
memberikan keputusan terhadap keduanya. Dan pengadilan memberikan 
penetapan kedudukan terhadap anak sah atau tidak sah. Apabila gugatan itu 
diterima berarti anaknya mempunyai kedudukan sebagai anak tidak sah dan 
apabila gugatan itu tidak diterima (ditolak) maka anak tersebut berkedudukan 
sebagai anak sah. 
Berdasarkan dengan Hukum Islam, didalam BW istilah anak luar nikah 
cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan istilah yang sama dalam Hukum 
Islam. Hal tersebut terjadi karena anak luar nikah menurut BW hanya terbatas 
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hubungan seksual di luar nikah bagi mereka yang telah menikah saja. Sesuai pasal 
272 KUH Perdata dijelaskan bahwa, setiap anak yang dilahirkan diluar nikah 
(antara gadis dan jejaka), dapat diakui sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-
anak yang benihkan dari hasil zina atau dalam sumbang (anak yang dilahirkan 
dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya). 
Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa, hubungan seks diluar nikah yang dilakukan, anak yang lahir 
sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. 
Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang 
sah. Hal ini berarti bahwa, zina menurut KUH Perdata adalah hubungan seks yang 
dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri. 
Pengertian zina, ditinjau dari segi hukum pidana adalah, bahwa yang dapat 
dihukum hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah 
bersuami atau bersitri dan mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan 
seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukum pidana.24  
C. Kriteria Anak Luar Nikah 
Kriteria sebagaimana terdapat dalam kamus ilmiah Populer yang berarti: 
prasyarat, ukuran, standar.25 Menurut Soni Dewi J. Budianto menerangkan kriteria 
anak luar nikah adalah sebagai berikut: 
  
                                                 
24 Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer 1, Jakarta: 
Pustaka Firdaus, him. 121-122 





a. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh satu orang atau kedua 
ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terkait dalam ikatan 
pernikahan lain. 
b. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah 
perceraiannya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya, 
c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih 
dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan 
suaminya. 
d. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari 
dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya. 
e. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat 
melangsungkan pernikahan 
f. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan26 
g. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah yang dibuahi 
ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah27 
D. Penyebab Terjadinya Anak Luar Kawin 
1. Adanya pengingkaran (penyangkalan) yang dilakukan oleh suami Sebagaimana 
ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir dalam 
perkawinan yang sah antara suami-isteri dianggap anak yang sah dari 
  
                                                 
26 Soni Dewi J. Budianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, Jumal 
Magister Hukum ,Vol 2 No 2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, hlm.99-100 
27 Abdul Wahid, Kedudukan Anak di Luar Nikah, Mimbar Ulama, Tahun III Mei 1978, 





kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang 
perkawinan memberikan hak kepada suami untuk dapat menyangkal terhadap 
keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan.  
E. Perbandingan Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Di 
Catat Dengan Anak Yang Lahir Dari Zina 
1. Kedudukan Anak 
Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang 
dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun belum pernah menikah, tetap 
dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan hanya memiliki 
hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya. 
Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 100 buku 1 Hukum Perkawinan 
KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dikarenakan anak diluar nikah tidak 
dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut: 
a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya, secara 
yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar 
nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti 
hubungan kekerabatan nya berlangsung secara manusiawi, bukan secara 
hukum 
b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari 
pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan 






c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan 
adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh 
bapaknya tetapi menggunakan wali hakim 
Dalam pandangan Alquran ada tiga kedudukan anak sah: 
a. Anak sebagai anugerah yang berarti anak sesungguhnya pemberian gratis dari 
Allah SWT yang cenderung menunjukkan aksentuasi makna positif (baik), 
yakni anak-anak (keturunan) yang memperoleh hidayah Allah yang dapat 





“Dan kami telah menganugrahkan Ishak dan Yaqub kepadanya, kepada keduanya 
masing-masing telah kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah 
kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) Yaiti Daud, 
Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikian kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik. “ 
 
b.    Anak sebagai amanah: yang berarti anak merupakan suatu yang dipercayakan 
kepada orang tua, agar mereka menjaga dan merawat nya. Berkaitan dengan 








Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rami 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati sunnat-sunnat yang 
dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. 
c.    Anak sebagai ujian kepada orang sejauh mana mereka mampu mengemban 
amanah Allah tersebut. Beberapa orang tua di antaranya menjadi sengsara dan 
malu   akibat   ulah   dan   perilaku   anak-anaknya.    Itulah   mengapa   Allah 
mengingatkan kita bahwa anak juga bisa menjadi fitnah dalam kehidupan ini.  
2. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Zina 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan 
akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 3 RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 2007 
adalah kedudukan sebagai anak sah dan mempunyai kekuatan Hukum. asalkan 
memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 
2007. Akan tetapi, jika perkawinan yang sah sesuai hukum Islam berdasarkan 
Pasal 3 itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), kedudukan anak itu 
menjadi anak sah yang tidak mempunyai” kekuatan hukum. 
Pasal 5 ayat (2) menentukan perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan 
Pejabat Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Dengan kata lain, 
perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam yang tidak memenuhi Pasal 5 ayat (2) 
adalah mempunyai hukum lemah, sehingga tidak dapat ditegakkan Dengan 
demikian, Hukum Perkawinan Islam yang tidak sesuai Alquran dan sunnah itu 





jika tidak ditopang, disangka, atau di dukung oleh ketentuan hukum pencatatan 
perkawinan yang dibuat manusia. Itulah kondisi Hukum Perkawinan Islam yang 
diusahakan keberlakuan nya bagi orang Islam di Indonesia, oleh orang-orang yang 
berkedudukan sebagai pakar Hukum Islam maupun sebagai elit politik yang 
membuat dan merumuskan ketentuan Hukum “pencatatan perkawinan” sebagai 
penentu kuat atau tidak Hukum Perkawinan Islam yang diterapkan para 
pemeluknya di Indonesia. 
Pencatatan perkawinan bagi orang Islam di Indonesia memang penting, 
tetapi jika ketentuan pencatatan perkawinan itu memperlemah tegaknya Hukum 
Islam, itu merupakan langkah atau usaha yang tidak benar. 
Akibat hukum yang ditimbulkan: 
a. Status Hukum Anak 
1) Pada perkawinan sah sesuai hukum Islam yang tidak dicatat yang 
berakibat hukum sesuai perkawinan yang dicatat mempunyai kekuatan 
hukum “dianggap menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak, 
yaitu sebagai anak yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga 
mereka (anak-anak) dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah 
kandungnya”. Pendapat ini tidak benar jika ditinjau dari Hukum Islam. 
b. Isbat nikah dan kedudukan anak. 
Kedudukan anak sebagai anak sah sesuai Hukum Islam tetapi tidak 
berkedudukan  sebagai   anak   sah   yang   mempunyai   kekuatan   hukum   
karena perkawinan orang tuanya belum dicatat. Kemudian jika perkawinan orang 





ketentuan Pasal 6 ayat (4) Pasal 143 RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 2007, yaitu 
orang tuanya mendapat hukum denda atau hukum penjara, maka kedudukan anak 
yang semula tidak berkedudukan hukum kuat, dapat berubah menjadi anak yang 
berkedudukan yang kuat, setelah isbat nikah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 
Sedangkan menurut RUU Perkawinan Tahun 1973 anak yang lahir dari 
perkawinan yang sah sesuai hukum  Islam, tetapi tidak dicatat adalah kedudukan 
anak sebagai anak tidak sah, sekalipun perkawinan tersebut sah sesuai Hukum 
Islam. Karena menurut Pasal 2 RUU Perkawinan ini, sahnya perkawinan 
tergantung kepada pencatatan perkawinan semata, bukan berdasarkan hukum 
Islam.  
3. Penetapan Asal Usul Anak 
Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul 
anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang 
dilaksanakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana 
yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ibu dan ayah atau ibunya 
mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak dari hasil 
hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang 
sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang 
dilaksanakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam 
suatu gugatan asal usul seorang anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 ayat (2) 
Kitab Undang- 
 Undang Hukum Perdata dimana disebutkan apabila terjadi salah satu kejahatan 





Hukum pidana, maka atas kejahatan itu dapat diajukan kepengadilan. Berdasarkan 
bukti-bukti yang kuat, hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki yang berbuat 
jahat itu sebagai bapak yang sah dari seorang anak yang lahir dari perbuatan 
jahatnya. 
Anak yang lahir dari perbuatan zina dan sumbang tidak diperkenankan 
untuk diakui oleh orang yang berbuat zina, kecuali ada dispensasi dari Presiden 
sebagaimana diatur dalam Pasal 283 jo 273 Kitab Undang-undang Hukum 
perdata. Berdasarkan ketentuan ini, maka anak zina dan anak sumbang tidak bisa 
dipaksakan pengakuan nya kepada laki-laki yang membuahinya. Hal ini 
didasarkan kepada asas hukum perdata yang menentukan bahwa dalam hukum 
perkawinan hams dihormati ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku 
dalam masyarakat, diantaranya ada halangan bagi laki-laki untuk menikahi ibu si 
anak itu. Membenarkan pengakuan yang dipaksakan dalam prinsip Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang berlaku. 
Dalam pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan cara untuk 
mengakui anak luar kawin, yaitu: 
1. Didalam akta kelahiran anak yang bersangkutan 
2. Didalam akta perkawinan ada 
Selain cara pengakuan diatas, masih ada lagi cara lain pengakuan anak luar 
kawin dalam Pasal 281 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu 
pengakuan yang dapat dilakukan dengan kata dibuat oleh Pegawai Catalan sipil 
dan dilakukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan 





Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan disini 
dilakukan terhadap anak yang sudah dicatat kelahirannya sebagai anak luar kawin 
di dalam register kelahiran di Kantor Catatan Sipil. Pengakuan susulan seperti ini 
selain bisa dilakukan dalam suatu akta notaris sebagaimana yang telah diutarakan 
di atas, juga bisa dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, yang wajib 
membukukannya dalam register kelahiran yang berjalan dan selanjutnya mencatat 
pengakuan itu dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkutan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan “jihadJ atau “miniF disini adalah akta asli yang ada 
didalam bundel akta catatan sipil, yang ditandangani oleh yang melaporkan, para 
saksi, dan pejabat Kantor Catatan Sipil. 
Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara volunteer, oleh karena 
itu, pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara volunteer yang lain 
dengan produk penetapan, bukan putusan, perkara penetapan asal usul anak dapat 
menjadi perkara contentious jika pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam 
perkara tersebut. Jika perkara asal usul anak diajukan dengan cara pembuktian 
yang lengkap (isbat nasab bil bayyinah) tidak lagi dengan cara pemeriksaan yang 
lazin berlaku dalam pemeriksaan perkara volunteer atau prosedur penetapan asal 
usul dengan pengakuan (isbat nasab bil bayyinah). Dalam pemeriksaan perkara 
penetapan asal usul anak dengan pengakuan anak yang harus dibuktikan dalam 
syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, buka benar 






Apabila syarat-syarat telah ditetapkan oleh Hukum Islam sudah terpenuhi, maka 
pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul 
anak yang diajukan itu ditolak. Meskipun dalam literatur ilmu fikih tidak terdapat 
secara khusus membahas tentang pengakuan dan penetapan asal usul anak secara 
lengkap sebagaimana yang tersebut dalam hukum perdata barat, tetapi secara 




PENGAKUAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN 
KUHPERDATA 
1. Pengakuan Anak Luar Nikah  
A. Pengertian Pengakuan 
Pengakuan anak dalam literatur fiqh dikenal dengan istilah “istilhaq”atau 
iqraru bin nasab yang berarti pengakuan laki-laki secara suka rela terhadap 
seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik  
nak tersebut di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya 
Jika ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek 
kita akan melihat adanya tiga macam status hukum dari anak luar kawin: 
1. Anak wajar adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan diluar 
perkawinan dan keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang 
lain dan keduanya tidak dilarang nikah. 
2. Anak sumbang adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan diluar 
nikah yang keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tetapi 
keduanya dilarang nikah. Contohnya antara saudara sekandung 
3. Anak zina adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang salah 
satu atau keduanya sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain28 
 
                                                 





Anak wajar yang lahir di luar perkawinan atau “Naturalijek kindereri” ia 
dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh BW dengan 
adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi satu hubungan 
keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan, lahir 
suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dan orang tua 
yang mengakui nya. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 KUH Perdata jika 
tidak ada pengakuan dari ibu yang melahirkannya atau bapak yang menghamili 
ibunya, maka anak wajar tersebut tidak memiliki keperdataan dengan ibu dan 
bapak biologisnya, tetapi suatu hubungan keperdataan antara anak dengan 
keluarga si ayah atau si ibu yang mengakui nya belum juga ada. Hubungan itu 
hanya bisa diletakkan dengan pengesahan anak, yang merupakan suatu langkah 
yang lebih lanjut lagi dari pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua 
orang tua yang mengakui anaknya, kawin secara sah. 
Pengakuan yang dilakukan dihari pernikahan juga membawa pengesahan 
anak. Jika kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan 
terhadap anaknya yang lahir sebelum nikah pengesahan itu dapat dilakukan 
dengan surat-surat pengesahan oleh kepala negara. Dalam hal ini presiden harus 
meminta pertimbangan Mahkamah Agung.29 
Perlu diterangkan bahwa KUH Perdata tidak membolehkan pengakuan 
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan anak sumbang yang 
  
                                                 




dilahirkan dan hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain30. 
Hal tersebut didasarkan pada pasal 283 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, 
sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap anak yang lahir ini apa 
yang ditentukan dalam pasal 273.” 
 
Ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut 
hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam. 
Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dilakukan oleh seseorang merupakan 
kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah. Sedangkan 
motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah: 
a. Demi kemaslahatan anak yang diakui 
b. Rasa tanggungjawab sosial 
c. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya 
d. Antisipasi terhadap datangnya madharat yang lebih besar di masa yang akan 
datang apabila anak tersebut tidak diakui nya.31 
Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, 
sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah. 
Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita 
tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak 
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dibedakan apakah berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang 
digunakan bagi zina, yaitu: 
1. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah 
nikah  
2. Zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah 
menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. 
Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson yang 
dilakukan oleh bujang atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap 
dianggap zina yang hams dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu 
kuantitasnya beda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan yang 
ghairu muhson dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat ghairu 
muhson disebut anak diluar perkawinan  
B. Pengakuan Anak Dalam Hukum Perdata 
Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak luar 
kawin (nuturlijk kind), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan 
darah, tiap-tiap anak yang lahir. diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya 
melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan 
ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakui nya menurut ketentuan 
Undang-Undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian 
dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan 
adanya pengakuan anak diluar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak 




Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir 
di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. pengakuan 
itu harus dilakukan dengan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dilakukan 
dengan cara disimpulkan saja. Menurut pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak dilarang, selebihnya dalam 
pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyelidiki sola siapakah ibu 
seorang anak luar kawin diperbolehkan dan dalam hal ini si anak luar kawin itu 
harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang 
disebutkannya. 
Menurut Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 Ayat (1) 
N-BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan: 
a. Pria yang dilarang kawin dengan ibu si anak 
b. Suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum 
kelahiran anak 
c. Pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada 
upacara perkawinan 
d. Tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya 
e. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari si anak itu jika dia sudah dewasa. 
Sudarsono menerangkan bahwa pada pasal 55 KUH Perdata ditegaskan 
bahwa: 
a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akte kelahiran 




b. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
pengadilan akan mengadakan penutupan tentang asal usul anak setelah 
diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah 
memenuhi syarat. 
c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang 
bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
Mengenai sah atau tidaknya seorang anak maka J. Satrio (1991:122) 
mengemukakan bahwa: 
“Sah di dalam artian bahwa yang sempurna kiranya hanyalah anak yang menurut 
darahnya adalah keturunan dari orang tua yang kawin satu sama lain”. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Subekti menambahkan bahwa: 
“Seorang anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perakwinan yang sah 
antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya 
tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan itu, oleh Undang-undang ditentukan 
dan ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama yaitu 300 hari dan 
waktu yang paling pendek yaitu 180 hari. Seorang anak lahir 300 hari Setelah 
perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang sah”. 
Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan 
menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah 
bahwa terhadap orang tua akan terjadi hubungan keperdataan antara anak dengan 
si bapak atau si ibu yang mengakui nya sebagai mana diatur dalam Pasal 280 




“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah 
hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”. 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengakuan itu dapat melahirkan 
suatu status hukum bagi anak law kawin yang diakui terhadap urusan keperdataan 
anak tersebut misalnya mengenai masalah pemberian izin kawin, kewajiban 
timbal balik dalam pemberian nafkah dan perwalian serta mengenai hak-hak 
kewarisan dan sebagainya. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan 
perdata dengan orang tuanya yang mengesahkan nya (mengakui nya) terutama 
hubungan perdata dengan sang ayah. 
Namun pengakuan ini merupakan sesuatu yang berbeda sifatnya dengan 
pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak yang sah. 
Anak yang lahir diluar perkawinan itu, baru menjadi anak sah, jika kedua orang 
tuanya kemudian kawin, setelah mereka mengakui anaknya tersebut, atau jika 
pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Jadi pengakuan itu 
dapat dilakukan dengan cara: 
a. Dalam akta kelahiran anak 
b. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau kemudian kawin 
c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan 
dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi. Yang kemudian 
dicatat dalam akta kelahiran sang anak. 
d. Dalam akta autentik yang lainnya. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang 
berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta 




Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah tidak sah. Akan 
tetapi anak tidak sah tersebut dapat dijadikan sebagai anak sah, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 272 
Jadi anak yang dibuahkan diluar perkawinan atau anak yang tidak sah 
tersebut dapat dipisahkan dengan dilangsungkan nya perkawinan antara si ayah 
dan ibu dari anak tersebut dengan ketentuan antara lain: 
a. Jika anak tersebut sebelum perkawinan kemudian diakui oleh ayah dan 
ibunya, jika tidak demikian juga dengan suatu pengakuan yang dimuat dalam 
akta perkawinan si ayah dan si ibu itu sendiri. 
b. Anak yang dibuahkan dalam zina atau sumbang tak dapat disahkan  
C. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam 
Di dalam Agama Islam anak zina telah menjadi istilah yang baku, oleh 
karena istilah tersebut telah dipakai oleh para fuqaha (ahli fiqhi) diberbagai negara 
Islam diseluruh dunia, sumber tersebut dapat diperkuat dengan adanya pendapat 
para ahli mengemukakan bahwa anak zina itu adalah anak yang dilahirkan diluar 
perkawinan yang sah menurut syara’ sebab anak tersebut merupakan benih dari 
hubungan gelap antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak 
dibenarkan oleh syariat Islam. 
Jadi pada dasarnya zina itu merupakan perbuatan yang tercela karena itu 
sangat bertentangan dengan martabat dan kemuliaan umat manusia. Yang dimana 
menurut T.M Hasbi Ash-shiddiqy bahwa yang dimaksud dengan zina adalah: 
“zina adalah fahisyah (kejahatan besar yang mewajibkan haq (menghendaki 




Oleh karena itu setiap orang melakukan perzinahan baginya wajib dijatuhi 
hukuman setimpal dengan apa yang dilakukannya, sebab mereka telah berani 
melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh sang pencipta ALLAH SWT dan 
Rasulnya. Selain itu anak yang lahir dari perbuatan haram tersebut tidak dapat 
dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya. 
Dari uraian tersebut diatas kita dapat mengamati bahwa setiap anak yang 
lahir ataupun dibenihkan dengan tanpa didasari oleh aqad nikah yang sah menurut 
syariat maka semuanya termasuk anak yang tidak sah atau sering kali diistilahkan 
sebagai anak zina dalam hukum Islam. Anak tersebut tidak dapat disebakan 
kepada nasabnya selaku laki-laki yang telah mencampuri ibu dari anak tersebut 
dan keluarga bapaknya. 
Menurut Islam semua anak lahir dalam keadaan suci termasuk anak yang 
dilahirkan dari hasil hubungan diluar perkawinan kedua orang tuanya. Anak zina 
tersebut tetap dianggap suci bagi agama Islam oleh karena itu tidak ada kesalahan  
apapun yang dimiliki oleh anak tersebut akan tetapi, merupakan kesalahan dari 
perbuatan kedua orang tuanya dianggap perbuatan dosa yang diharamkan 
dilakukan di dalam ajaran Agama Islam maupun menurut Hukum positif. 
Pada dasarnya anak zina itu sendiri tidak memiliki hubungan hukum, 
materil, dan hubungan spiritual dengan sang ayah sehingga ia tidak berhak 
mendapatkan hak waris dari sang ayah, karena merupakan anak hasil hubungan 
tidak sah. Anak zina mempunyai hubungan nazab dengan sang ibu dan keluarga 




Dalam Hukum Islam anak yang tidak sah diklasifikasikan menjadi 3 golongan 
yaitu: 
a. Anak zina (anak yang lahir di luar kawin) 
Merupakan anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang 
menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara 
Anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki yang telah 
mencampuri sang ibu, hal ini telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu anak 
tersebut hanya dapat dipertalikan dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. 
b. Anak yang lahir setelah putusnya perkawinan 
Menurut para pakar hukum Islam (fukaha) masalah anak yang lahir setelah 
putus nya perkawinan, tidak mutlak dipertalikan kepada suami dari ibu yang 
melahirkannya, dimana tenggang waktu pernikahan adalah sekurang-kurangnya 
enam bulan. 
Adapun mengenai masalah tenggang waktu sesudah putus nya tali perkawinan 
terdapat beberapa pendapat dari para fukaha antara lain: 
1. Menurut Daud dan Mazhab Imamiah, adalah 6 (enam) bulan 
2. Menurut Muhammad Bin abdul Hakim, adalah 1 (satu) 
3. Menurut Ulamah Imam Syafi’i dan Hambali, ada;ah 4(empat) tahun 
4. Menurut sebagian dari murid Imam Malik , adalah 5 (lima) sampai 7 (Tujuh) 
tahu 






c. Anak Li’an 
Li’an adalah merupakan sumpah yang diberikan oleh seorang suami yang 
menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina tanpa adanya saksi, dimana 
sang suami telah mengucapnya sebanyak 5(lima) kali, atau dengan kata lain anak 
li’an merupakan anak yang dilahirkan kemudian tidak diakui oleh bapaknya 
karena dianggap bahwa ibu yang telah melahirkan anak itu dituduh telah 
melakukan zina dengan laki-laki lain atau telah dicampuri dengan laki-laki lain 
Perbedaan waktu yang disebutkan oleh para pakar Hukum Islam tersebut 
diatas tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan bahwa seorang anak yang 
lahir setelah lampau waktu indah setelah perkawinannya terputus maka anak 
tersebut masih tetap sebagai anak sah dari ibu bapaknya 
D. Implikasi Pengakuan Anak 
Akibat dari pengakuan anak luar kawin adalah: 
a. Lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakui nya 
b. Adanya akibat hukum yang  sangat terbatas  dengan keluarga pihak yang 
mengakui nya. 
Adanya hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan ayah dan ibu 
yang mengakui nya, membawa akibat lebih lanjut seperti: 
a. Keharusan minta izin kawin kepada orang tua yang mengakui selama mereka 
belum dewasa (pasal 39 dan 47 KUH Perdata) 
b. Ada kewajiban alimentasi dari anak terhadap orang tua yang mengakui nya 




c. Adanya hubungan perwalian dengan ayah atau ibu yang mengakui nya, yang 
terjadi demi hukum (pasal 909 KUH Perdata) 
Adanya hak mewarisi dari ayah dan ibu yang mengakui, atas harta warisan 
dari anak yang diakui olehnya (pasal 870 KUH Perdata). Dalam pasal ini 
hubungan hukum anak luar kawin sangat terbatas sekali, hanya kepada orang yang 
mengakui saja. Dengan kata lain jika saudara dari ayah yang mengakui mereka 
meninggal maka anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari saudara ayah 
yang mengakui anak luar kawin tersebut begitupun sebaliknya 
2. Penentuan Nasab Terhadap Anak 
A. Pengertian Nasab 
Penentuan nasab adalah merupakan salah satu hak seorang anak yang 
terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap 
kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang 
keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. 
Secara etimologi istilha nasab berasal dari bahasa Arab “an-nasab” yang 
berarti “keturunan, kerabat”. Nasab juga diartikan sebagai pertalian kekeluargaan 
berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu hubungan perkawinan yang sah. 
Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh 
dalam membina suatu kehidupan Rumah Tangga yang bisa mengikat antar pribadi 
berdasarkan kesatuan darah. 
Secara terminilogis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai 




dan seterusnya), kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping 
(saudara, paman, dan Iain-lain).. 
B. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab 
Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, 
keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikan 
nya di dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal usulnya) 
menjadi jelas. Disamping itu, dengan ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan 
terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam megharamkan untuk 
menisbahkan orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. 
Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) 
seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada 
kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan 
nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai 
akibat dari zina, maka nasab anak itu hanya dihubungkan dengan laki-laki yang 
menghamili ibunya karena tidak terjadi al-firasy(perkawinan yang sah).  
C. Cara Menetapkan Nasab 
Ulama fiqh sependapat bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan 
melalui tiga cara yaitu: 
1. Melalui nikah fasid atau sahih. Ulama fiqih sepakat bahwa nikah yang sah dan 
fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak 
kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan 




2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fiqh membedakan 
antara pengakuan terhadap anak dan terhadap selain anak, seperti saudara, 
paman, atau kakek. Jika seorang laki-laki mengakui bahwa seorang anak kecil 
adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh 
(menurut jumhur ulama) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka 
pengakuan itu dapat dibenarkan  dan anak dinasabkan  kepada lelaki  tersebut. 
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BAB IV 
STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
KUH PERDATA 
A. Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam 
Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti 
yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan 
mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah 
memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. 
Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut 
dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar 
perkawinan yang sah. 
Menurut Hukum Islam “Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah 
adalah hanya mempunyai hubungan hukum (nasab) dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”, sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 
100 KHI. Dengan demikian, anak luar kawin menurut Hukum Islam terhadap ibu 
yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun 
tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang 
lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. 
Terhadap laki-laki yang menghamili ibunya menurut hukum Islam, anak 
luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-
laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili  ibunya 
tersebut ingin mengakui anak luar kawin nya, sehingga di antara mereka tidak ada 




B. Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut KUH Perdata 
Dalam hukum Perdata ada kemungkinan seorang anak tidak hanya tak 
mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian bahwa, 
antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada 
perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, dan Iain-lain. 
UU Perkawinan membagi kedudukan anak menjadi 2 kelompok, yaitu: 
1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari 
perkawinan yang sah. 
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu 
mengakui anaknya, dimana pengakuan itu mesti dilaksanakan dengan sistem 
tertentu, yaitu menurut Pasal 281 KUH Perdata: 
“pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu 
tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu 
perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. 
Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat 
oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut 
hari penanggalan nya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta 
kelahiran. 
Jika pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik lain, maka masing-
masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu 




kelalaian mencatat pengakuan itu di persalahkan kepada anak yang diakui, 
untuk mempertengkarkan kedudukan yang diperolehnya”  
C. Sistim Pengakuan Anak 
Pengakuan anak menurut KUH Perdata terdiri atas dua jenis yaitu:  
a. Pengakuan secara sukarela 
Pengakuan secara sukarela ini dilakukan oleh seorang ayah atau ibu 
biologis anak yang lahir di luar nikah tanpa adanya paksaan dari siapapun atau 
bukan karena adanya putusan dari pengadilan untuk mengakui anak yang lahir di 
luar nikah 
Pengakuan anak di luar nikah dapat dianggap sah apabila dilakukan secara 
autentik dan tegas, tidak boleh disimpulkan. Akta autentik terhadap pengakuan 
anak dituangkan dalam akta notaris, akta kelahiran atau akta yang dibuat oleh 
pejabat Catatan Sipil dan akta pernikahan sendiri, sebagaimana yang tertuang 
dalam Pasal 281 KUH Perdata: 
“pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu 
telah dilakukan dalam di dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu 
perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap akta otentik” 
Kita melihat di sini ada beberapa cara untuk mengakui anak luar kawin 





1. Akta luar nikah 
Akta ini dikeluarkan karena anak yang sebelum lahir kedua orang tuanya 
melangsungkan pernikahan yang sah menurut Hukum Negara. Namun tidak 
berarti keduanya orang tuanya tidak melangsungkan pernikahan, hanya saja 
pernikahan dilakukan secara hukum adat yang berlaku padanya. 
Apabila anak yang lahir itu adalah anak luar nikah secara hukum maka 
ayahnya terputus ikatan keluarganya secara perdata terhadap anak yang 
dilahirkannya tersebut, Jadi hanya terikat pada ibunya saja. Akta kelahiran anak 
tersebut dapat di terbitkan oleh catatan sipil, dalam akta dimaksud tidak 
dicantumkan nama ayahnya, yang dicantumkan hanyalah nama ibunya dan nama 
anak yang didaftarkan pencatatannya32.  
2. Akta perkawinan 
Hal ini berarti, bahwa laki-laki dan perempuan yang semula mengadakan 
hubungan di luar nikah dan kemudian menghasilkan anak luar kawin, kemudian 
memutuskan untuk saling menikahi secara sah sekaligus mengakui anak luar 
kawin, kemudian memutuskan untuk saling menikahi secara sah33. Jadi, yang 
diakui diatur di sini adalah pengakuan anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan 
pada waktu melaporkan kelahiran, belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. 
Selanjutnya maka 
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dalam akta pernikahan diberi catatan bahwa telah lahir anak di luar nikah dan 
disebutkan pula nama, tempat, dan tanggal lahir si anak tersebut34 
3. Akta otentik 
Adapun akta otentik yang dimaksudkan di sini adalah akta notaris. 
Pengakuan dalam kata otentik perlu ditindak lanjuti dengan melaporkannya 
kepada Kantor Catatan Sipil di mana kelahiran anak tersebut telah didaftarkan dan 
minut agar pengakuan itu di catatan dalam menit akta kelahiran yang 
bersangkutan. Sehubungan dengan itu, Pasal 37a P.J.N menetapkan bahwa: 
“Notaris wajib melaporkan tiap-tiap anak luar kawin yang dilakukan di 
hadapannya kepada balai harta peninggalan, dalam wilayah mana ia 
bertempat berkedudukan, dalam waktu 24 jam dan sekaligus 
memberitahukan apakah ayah atau ibu yang dilakukan oleh ayahnya 
terjadi sebelum atau sesudah ia meninggal”  
b. Pengakuan karena terpaksa 
Pengakuan tidak bisa dipaksakan Undang-undang telah memberikan 
pengecualian melalui pasal 287 ayat 2 KUH Perdata disebutkan: “sementara itu, 
apabila terjadi salah satu dari kejahatan tersebut dalam pasal 288, Pasal 294 atau 
pasal 322 kitab undang-undang hukum pidana dan saat berlangsungnya kejahatan 
itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu 
bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu 
dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, boleh lah si bersalah 
dinyatakan sebagai bapak si anak  
                                                 




D. Macam Dan Syarat Pengakuan Anak  
Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu 
pengakuan anak untuk orang lain dan pengakuan anak untuk diri sendiri. Pada 
prinsipnya sama tujuannya, hanya dalam pelaksanaannya sedikit berbeda, yakni:  
1. Pengakuan Anak Untuk Diri Sendiri 
Pengakuan anak dengan cara ini dilaksanakan secara langsung, jika 
pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, 
maka anak tersebut menjadi anak sah bagi yang mengakui nya. 
Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat 
untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu: 
a. Orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti 
lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebapaan, 
sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia 
mengandung dan melahirkan anak tersebut; 
b. Orang yang mengakui anak itu haruslah orang mukallaf, sedangkan 
pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup 
umur tidak dapat diterima 
c. Anak yang diakui haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah 
pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui nasabnya, demikian juga 
terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina atau tidak 
diakui sebelumnya dengan cara lain; 
d. Pengakuan itu tidak di sangkal oleh akal sehat, misalnya umur yang diakui 




menurut ukuran biasa tidak mungkin mereka mempunyai hubungan anak atau 
kebapaan; 
e. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakui nya, jika yang diakui 
nya menyangkal terhadap pengakuan itu, maka pria yang mengakui itu harus 
membuktikan nya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau 
ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya. 
2. Pengakuan Anak Terhadap Orang Lain 
Pengakuan anak dalam kategori ini sering disebut dengan pengakuan 
secara tidak langsung. Jika syarat-syarat telah ditentukan oleh hukum Islam sudah 
terpenuhi, maka terjadilah hubungan nasab. 
Menurut Ahmad Husni35syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan 
anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat 
yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri hanya saja di tambah dua 
yaitu:  
a. Orang yang dihubungkan dengan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia 
betul mempunyai   hubungan  nasab   dengan   seseorang  yang  dihubungkan  
nasab kepadanya 
b. Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan 
nasab   keadanya  dan   saksi-saksi   ini   diperlakukan jika  orang  lain  yang 
dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut. 
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Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Indonesia disebutkan bahwa laki-
laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikahi wanita yang hamil 
tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencampuran nasab anak yang 
lahir itu apabila wanita yang hamil itu kawin dengan orang yang bukan 
membuahinya menghamilinya.   Sebenarnya kalau terdapat alasan yang kuat 
tentang motivasi pengakuan anak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang 
lain, tidak ada salahnya hakim mengambil pendapat sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Imam Hanafi dasar dalam menetapkan pengakuan anak bagi 
wanita hamil dan melahirkan anak. 
Menurut Fatih Ustman36 pemikiran dari mazhab syafi’i lebih menitik 
beratkan kepada manfaat dan mudharat bagi semua pihak, terutama bagi anak 
yang lahir dan hasil perbuatan zina atau luar nikah. Tentang hal ini Asy Syatibi 
dalam kitab al muwafaqat bahwa manfaat dan mudaharat adalah merupakan hal 
yang nisbi, bukan hakiki. Suatu keadaan yang mungkin dianggap bermanfaat di 
suatu waktu tertentu belum tentu bermanfaat pada waktu yang lain, demikian juga 
manfaat pada diri seseorang belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Oleh 
karena itu, terserah kepada hakim untuk menetapkan mana yang lebih baik dan 
bermanfaat untuk semua pihak, sehingga segalanya dapat berjalan secara baik dan 
damai. Solusi yang diberikan oleh Syaitibi ini akan lebih jelas apabila dikaitkan 
dengan tugas hakim sebagai pencipta  hukum dalam skala makro. Dengan 
demikian, hakim bebas memutuskan soal tersebut baik dengan konsep Imam 
                                                 




Syafi’i maupun dengan konsep Imam Hanafi atau pendapat lain asalkan 
membawa manfaat kepada semua pihak, tidak akan menimbulkan mudharat pada 
generasi selanjutnya.  
E. Syarat Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan KIJH Perdata 
F. Objek permasalahan dalam pengakuan anak dalam Islam 
Adapun yang menjadi objek permasalahan pengakuan anak atau istilhaq 
antara lain adalah: 
a. Anak luar nikah yakni anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut 
syari’at Islam. Menurut Abdul Manan yang termasuk anak di luar nikah 
adalah anak zina, mula’anah (anak li’an) dan anak subhat. 
Untuk anak li’an dan anak syubhat, ulama sepakat dapat menjadi anak sah 
melalui pengakuan. Hanya saja pengakuan mengenai anak zina para ulama 
berselisih pendapat yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. 
Ibnu Taimiyah, termasuk ulama’ fiqih yang memperbolehkan anak zina 
untuk diakui37 melihat yang banyak terdapat di masyarakat adalah anak zina 
dibandingkan anak li’an dan anak syubhat maka hal ini perlu menjadi perhatian. 
Kalau mendasarkan pada asas hukum “la taziru waziratun wizra ukhra” yaitu 
seseorang tidaklah menanggung kejahatan atau kebaikan orang lain dan tidak 
boleh dirugikan serta bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Maka 
                                                 




logis kalau anak zina itu dapat dijadikan objek istilhaq artinya anak zina itu tidak 
layak menanggung akibat perbuatan ibu atau ayah biologisnya.38  
b. Anak temuan yang tidak ketahui nasabnya. 
Anak temuan dalam istilah fiqh dikenal dengan nama (al-laqith) yang 
berarti anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan 
serta tidak diketahui nasabnya. 
Menurut Sayyid Sabiq yang lebih berhak memelihara anak temuan itu 
adalah orang yang menemukan nya dan jika anak tersebut mati meninggalkan 
harta warisan maka harta warisan nya itu menjadi milik baitul mal/negara. Begitu 
pula jika anak laqith itu terbunuh maka diyatnya menjadi milik baitul mal juga. 
Kemudian selanjutnya, jika ada orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang 
mengakui anak temuan itu adalah anaknya, maka dinasabkanlah (ulhiqa) anak itu 
kepada orang yang menemukan nya, sepanjang pengakuan itu adalah pengakuan 
yang wajar, hal ini adalah untuk kemaslahatan anak tersebut, dengan pengakuan 
ini, maka ditetapkan lah hubungan nasab itu kepada orang kepada orang yang 
mengakui nya. Begitu juga hak-hak kewarisan nya.  
G. Akibat Hukum Anak Yang Tidak Sah 
Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar pernikahan) 
maka ia disebut sebagai anak luar nikah (anak zina) sebagai akibatnya, ia tidak 
dinasabkan 
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pada ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam 
Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. 
Namun demikian, dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 
ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah setelah diakui 
sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak, maka akibatnya timbullah hak dan 
kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan dalam 
Hukum Islam tetap dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum 
sebagai berikut: 
a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara 
tidak sah 
Secara yuridis formal, ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak 
itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi 
hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara 
hukum. 
b. Tidak ada saling mewarisi 
Antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tidak dapat 
saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu sebab 
mendapatkan warisan. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari 
anaknya itu, tetapi dapat pula ayah atau anak memberikan washiat wajib atau 
menghibahkan harta mereka satu sama lain atas dasar kemanusiaan. 
Menurut AM Hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak 





Begitu juga anak hasil zina, yakni anak zina dan anak yang tidak diakui 
itu, ahli warisan ibunya, saudara-saudara seibu dan anak dari pihak ibu  
Lebih lanjut Hasanain Muh. Makluf sambil mengutip pendapat Az-Zailani 
sebagai berikut: 
Anak zina dan anak li’an mewarisi dari pihak ibu, tidak dari yang lainnya, 
karena nasab dari pihak bapak terputus, maka ia tidak mewarisi darinya (bapak). 
Sedang nasab dari pihak ibu tetap, karena itu ia mewarisi dari ibunya dan saudara 
perempuan dari ibunya dengan ketentuan faraid, bukan dengan cara lain. 
Demikian pula ibu dan saudara perempuan dari ibunya, mewarisi (dari anak itu) 
hanya dengan cara faraid. 
c. Tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar kawin 
Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah 
kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak di luar nikah itu 
kebetulan wanita, maka apabila ia akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak 
berhak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak 
sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab. 
Wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam 
waris, bukan kelompok dzawil arham 
Jumhur Ulama seperti Malik, As-Sauri,Al-Laits dan Asy-Syafi’i 
berpendapat, bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong 
asabah, tidak ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, 




Oleh karena Ashabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang 
wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-
laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak 
dinikahkan oleh laki-laki tersebut melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama 








Berdasarkan   uraian   pada   bab-bab   sebelumnya,   maka   penulis   
dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam hukum Islam, mengenai anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan (nikah) tidak dapat diakui atau dipisahkan oleh bapaknya, 
anak tersebut hanya mempunyai hukum dengan ibunya tetapi anak tersebut 
tetap mempunyai ibu yang mempunyai hubungan hukum dan sama seperti 
halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Dengan demikian status 
anak lahir diluar perkawinan (nikah) itu adalah anak tidak sah yang tidak 
mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. 
2. Anak yang lahir diluar hukum perkawinan menurut hukum perdata 
mempunyai status hukum, yaitu dapat diakui oleh kedua ibu atau bapaknya 
atau salah satu diantara kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah. 
Hubungan badan di luar perkawinan sah itu boleh jadi diteruskan ke jenjang 
perkawinan sah dan bisa juga tidak dan akibatnya seorang suami bisa 
memiliki anak luar kawin sendiri dan demikian sebaliknya. 
3. Dengan adanya perbedaan status anak luar kawin dengan anak sah, baik yang 
ada di dalam penjelasan hukum Islam maupun di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, sehingga menyebabkan timbulnya beberapa 
perbedaan dalam masalah hak memakai keluarga, pemberian izin 




didasarkan pada perlindungan anak perbedaan tersebut dapat menciptakan 
masalah bagi anak baik aspek yuridis maupun sosiologi dan psikologis 
karena mendapat perlakuan tidak sama dalam masyarakat dibandingkan 
dengan hak-hak seorang anak sah. 
4. Mengenai perbedaan antara hukum Islam dan KUH Perdata dalam 
menganalisa tentang anak luar kawin mencakup mengenai kewajiban 
/hubungan anak serta mengenai hak mewarisi. 
5. Pengakuan dan pengesahan anak hanya dilakukan terhadap anak-anak di luar 
nikah bukan dibenihkan karena zina dengan cara/jalan mengadakan 
perkawinan antara ayah dan ibunya dan mendapat pengasuhan dari suatu 
lembaga pengakuan anak sehingga anak dapat status atau kedudukan menjadi 
sama dengan anak sah lainnya dari berbagai aspek kehidupan. 
B. Saran 
1. Hukum perdata yang berlaku pada umumnya didasarkan atas hukum perdata 
barat yang terhimpun dalam Burgerlijk wetboek yang dianggap masih banyak 
tidak sesuai dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat, olehnya itu penulis 
mengharapkan agar penetapan hukum harus selalu diselaraskan dengan filsafat 
serta sumber hukum yaitu selaras dengan Pancasila, atau dengan kata lain  
penerapan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang 
berketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Penulis mengharapkan, dalam rangka pemahaman dan penerapan hukum 
khususnya mengenai hukum terhadap perlindungan anak dapat juga 




hukum tidak tertulis atau adat untuk dapat membandingkan atau menilai 
hukum perdata yang diterapkan apakah sudah sesuai atau tidak. Hak ini 
penting karena menyangkut aspek kehidupan masyarakat secara luas. 
3. Penulis mengharapkan kepada pihak terkait, utamanya para ahli hukum, 
khususnya hukum perdata, agar dapat lebih di masyarakat penyuluhan hukum 
terpadu yang lebih berdaya guna dan berhasil guna agar masyarakat dapat 
mengetahui tentang keberadaan atau status anak luar kawin atau anak yang 
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